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INTISARI

Judul skripsi penulis adalah Deskripsi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 102/PUU-XVIII/2020 Tentang Perubahan Frasa Dalam Pasal 12A Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Permasalahan yang diteliti adalah
Mengapa Pemohon Mengajukan Pengujian Terhadap Pasal 12A ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan Ke Mahkamah Konstitusi? Mengapa Mahkamah
Konstitusi Merubah Frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemohon
mengajukan pengujian terhadap pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan ke Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah
Konstitusi merubah frasa dalam pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Jenis penelitian normative yang bersifat deskriptif. Variabel bebas dalam
penelitian ini yaitu alasan pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 12A ayat
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Ke Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan
Mahkamah Konstitusi merubah frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan dan Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu: Putusan Hakim
Mahkamah Konstitusi tentang perubahan frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan oleh Mahkamah Konstitusi. Jenis dan sumber bahan
hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui
studi kepustakaan dan dokumen putusan yang dianalisis secara kualitatif dengan
menguraikan data secara bermutu.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Alasan
Pemohon Mengajukan Pengujian Terhadap Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan Ke Mahkamah Konstitusi karena, a. Pemohon memiliki hak
konstitusional yang dirugikan terkait dengan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan, b. Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan bertentangan dengan UUD 1945.; Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
Merubah Frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yaitu, untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pemohon.
Kata Kunci : Perbankan, Frasa, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
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